PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR A TAHUN 2001
TENTANG A4 Tahur

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK FUNGSI
DAN STRUKTUR CRGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA
y Kata Palami
WAL!KOTA PALEMBANG -

Menimbang : 2 bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat
(1) Undang-undang ‘Nomor 22 Tahun 1999 tentang _
Pemerintahan Daerah, sejalan dengan ketentuan pasal 2
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nemor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, periu
menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan struktur organlsasi Sekretanat Daerah;

AKYAT DAEBAM KOTA PA
b. bahwa untuk memenuhl maksud tersebut pada huruf a,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Paraturan Daerah Kota
Palembang.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomer 28 Tahun 1959 teplang Pemben-
tukan Daerah Tingkat Il dan Ketapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomeor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah ( Lembaran Negara Rl Tahun 1989 Nomor
680, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1898 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Nogara Nomc—r 3348}

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1874
tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Rl
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1890 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otenomi ( Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3852). ] ratarkst 1
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. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2000 Nomor 165).

. Keputusan Presiden RI| Nomor 44 Tahun 1998 tentang

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Psmaerin tah dan Keputusan Presiden.

. Peraturan Daerah Keta Palembang MNomor 22 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

. Keputusan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palembang Nomer 3 Tahun 2001 tentang Persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Dengan Persetujuan

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG

P

EMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasali

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

[ (0 Y

© ® N 9 v

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dasrah beserta
Perangkat Daerah Ctonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah. '

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Waliketa Palembana.
“Dewan ~Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang,

Sekretariat Daerah adalan  Sekretariat Daerah Kota
Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

. Asisten adalah Asisten pada Sekrelariat Daerah Kota

Palembang.

. Bagian adalah Bagian pada Asisten Sekretariat Daerah

Kota Palembang.




10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.
BAB llI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK -
: . DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah yang selanjulnya disingkat SETDA adalah
unsur staf Pemerintah Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin cleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan lugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan
tatalaksana serta memberikan pelayanan administralif kepada seluruh
Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam_menyelenggarakan tugas sehbagaimana dimaksud pasal 4
Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a.  pengkoordinasiah perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

¢.  pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana Pemerintahan Daerah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.




BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1)  Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten
dan 10 (sepuluh) Bagian serta dibantu Kelompok Jabatan
Fungsional, yaitu :

a. Asisten :
1)  Asisten Tata Praja.
2)  Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
3)  Asisten Administrasi.

b. Bagian:
1) Bagian Tata Pemerintahan,
2) Bagian Perhubungan.
3) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
4) Bagian Hubungan Masyarakat
S) Bagian Perekonomian.
- 6) Bagian Pembangunan.
7) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan.

B) Bagian Kepegawaian.
9) Bagian Keuangan.

10)  Bagian Umum dan Perlengkapan..

11)  Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan baglan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Asisten Tata Praja
Pasal 7

(1) Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan, perhubungan, komunikasi serta
perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
berada dibawah” dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  pasal 7
Peraturan Daerah ini, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi:

a. merumuskan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk
teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum,
perhubungan dan komunikasi;




b.  melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
perhubungan dan komunikasi;

G menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 9

(1)  Asisten Tata Praja terdirl dari :

a. Bagian Tata Pamsrintahan

b. Bagian Perhubungan,

¢. Baglan Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
d. Bagian Hubungan Masyarakat, -

(2) Baglan-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-
masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja.

Paragraf 1
. Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai lugas melzksanakan

penyusunan pedoman dan pstunjuk teknis koordinasi pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum, keagrariaan, Otonomi Daerah
dan pembinaan pemerintahan kelurahan.
Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimzksud pasal 10,
Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Pemerintahan mempunyal fungsi :

a.  mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan umum:

b.  mengumpulkan bahan pembinaan keordinasi panyelenggaraan
keagrariaan;

¢ mengumpulkan bahan pambinaan koordinasi penyeleng-garaan
pemerintahan Daerah bawahan;

d.  mengumpulkan bahan pembinaan koordinsi penyelenggaraan
pambinaan pemerintahan kelurahan,

Pasal 12
Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

Sub Bagian Pemerintahan Umum,

Sub Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah.

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah,
Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.

Sub Bagian Kesatuan Bangsa
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Pasal 13

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas
mengkoordinasikan  urusan | pengawasan, kebersihan,
pertamanan dan pemakaman, kebakaran, ketetiban dan
perlindungan masyarakat, pengendalian dampak lingkungan,
kependudukan dan sekretariat DPRD.

(2)  Sub Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah mempunyai tugas
mengkoordinasikan urusan pertanahan dan batas wilayah.

(3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah
mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan Kecamatan dan
Kelurahan serta kerjasama antar Daerah.

(4) Sub Baglan Pembinzan Pemerintahan Kelurahan mempunyal
tugas mengkeoerdinasiikan pemerintahan kelurahan,

(5) Sub Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas
mengkoordinasikan kegiatan kesatuan bangsa. ......

Paragraf 2
Bagian Perhubungan
Pasal 14

Bagian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan panyelenggaraan
lalu lintas angkutan jalan, kereta api, perhubungan laut, sungai dan
penyeberangan perhubungan udara, pos dan telekermunikasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14
Peraturan Daerah ini, Bagian Perhubungan mempunyai fungsi

a. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyeleng-garaan
_perhubungan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan serta kereta
api;

b. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyeleng-garaan
perhubungan ‘djbidang lalu lintas angkutan sungai dan
penyeberangan;

G mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyeleng-garaan
perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;

d. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyeleng-garaan
pariwisata dan kebudayaan.




-y

Pacal 18
Bagian Perhubungan terdiri dari ;

a.  Sub Bagian Perhubungan Darat,
b.  Sub Bagian Perhubungan Laut dan Udara .
¢ Sub Bagian Pariwisata, Pos dan Telakomunikasi,

Pasal 17

(1)  Sub Bagian Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan urusan lalu lintas angkutan jalan dan
kerats apj.

(2) Sub Bagian Perhubungan Laut den Udara mempunyai tugas
melaksanakan keordinasl penyelenggaraan urusan falu lintas
angkutan sungai dan penyebarangan serta udara.

(3) Sub Bagian Pariwisata, Pos dan Telakemunikasi mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggarsan urusan pariwisata pos
dan telakomunikasi.

Paragraf 3

Bagian Hukum, Organisasi
dan Tatalaksana

Pasal 18

Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Kkoordinasi
pembinaan penyslenggaraan perumusan perundang-undangan dan
pengkaflan hukum, memberikan bantuan dan penyuluhan hukum serta
melakukan dokumentas] hukum dan perpustakaan, penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur
negara (PAN), analisa dan formasi jabatan.

Pasal 19

Untuk “menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18,
Bagian Hukum, Organisasl dan Tatalaksana mempunyai fungsi :
.

a.  mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,
pembuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Casrah, produk-
produk ‘hukum dan pengkajian hukum;

b.  menylapkan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum
kepada semua unsur Pemeriniah Daerah atas masalah  hukum
yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta  memberikan
penyuluhan hukum;




menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi
dan dokumentasi hukum serta_ mengelola perpustakaan,

mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan
penyusunan pedeman dan pembinaan teknis penataan
kelembagaan;

mengumpulkan bzhan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan ketalalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja
dan prosedur kerja;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pendayagunaan aparatur negara (PAN).

Pasal 20

Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari -

a.

oo
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(4)

Sub Bagian Paraturan Perundang-undangan, Kajian Hukum dan
Dokumentasi Hukum .

Sub Baglan Bantuan dan Penyuluhan Hukum.

Sub Bagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabalan,

Sub Bagian Kelalalaksanaan,

Pasal 21

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Kajian Hukum dan
Dokumertasi Hukum mempunyai tugas melakukan keordinasi
urusan pembuatan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah,
produk-produk hukum, melakukan  pengkajian hukum serta
koordinasi urusan dokumentasi hukum.

Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas
melakukan  koordinasl pemberian bantuan dan penyuluhan
hukum.

-éub Bagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabatan

mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan perangkat
wilayah serta pelaksanaan analisa dan formasi jabatan.

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penataan sistim, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan
aparatur negara.




Paragraf 4
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 22

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyal tugas melaksanakan
pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebljakan
pembinaan Pemerintah Daerah,

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22
Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mampunyai fungsi :

4.

b.

mengumptilkan bahan psnyusunan padoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
melaksanakan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan
masyarakat umum dan organisasi  kemasyarakatan untuk
memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi
bahan-bahan penerbitan.

Pasal 24

Bagian Hubungan Masyarakat tardirl dari «

a.
b.

1)

@

@)

Sub Bagian Pengumpulan Informasi.
Sub Bagian Pemberitaan,

Pasal 25

Sub  Bagian Pangumpulan  Informasi mempunyal  tugas
mengumpulkan dan menganalisa bahan kebijakan Pimpinan
Pemerintah Daerah dan melakukan perekaman, penyajlan data
dan pameran,
Sub Bagian Pemberitaan mampunyai  tugas melakukan
pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik
guna mempaerjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah serta
mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

Bagian Kedua

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 28

Asistan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan  pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pambinaan  pelaksanaan pembangunan,
perekonomian, kesejahteraan  sosial dan pemberdayaan
perempuan, .
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(2) Asistar:i Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang
Aslsten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dacrah

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tuges sebagaimana dimaksud pasal 26
Peraturan Daerah ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai
fungsi :

a.  mengkoordinasikan penyusunan program  dan petunjuk teknis
pembinaan pembangunan Daerah, pembangunan antar Daersh
dan antar sekior:

b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk  teknis
pembinaan dibidang perakonomian;

c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
perempuan.

Pasal 28

(1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

a. = Bagian Perekonomian,

b. Bagian Pembangunan.

¢.  Bagian Kosejahteraan Soslal Dan Pemberdayaan
Perempuan

(2)  Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin
oleh seorang Kepala Bsgian yang berada dibawah  dan
bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan,

Paragraf 1
Bagian Perekonomian
Pasal 29

Bagian Pergkonomian mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkaordinasikan  penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan serta memoniter perkembangan bidang sarana
perekonomian dan peningkatan produksi. .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud pasal 29
Peraturan Daerah ini, Bagian Perekenomian mempunyai fungsi :

a.  mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang indusiri dan perdagangan, pasar dan statistik
serta penanaman modal Daerah: _

b.  mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;




¢.  mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan patunjuk teknis
pembinaan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan
dan perkabunan;

d.  mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang perusahaan Daerah dan perbankan Daarah.

Pasal 31
Bagian Parekonomian terdiri dari :

a. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Penamaman Modal
Daerah,

Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Sub Bagian Pertanian.

Sub Bagian Pembinaan Perusahaan di-Daerah.

0.4

Pasal 32

(1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
urusan perindustrian dan perdagangan, pasar dan statistik serta
penanaman modal Daerah.

(2) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kacil dan Menengah mempunyai
tugas  melaksanakan koordinasi  penyselenggaraan urusan
koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

(3) Sub Bagian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi
penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan,

(4) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan di-Daerah mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan
perusahaan daerah.

Paragraf 2

Bagian Pembangunan

-~ Pasal 33

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasi penyusunan pedoman dan pelunjuk teknis pembinaan
serta pengendalian pambangunan.




Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 33
Peraturan Daerah inl, Bagian Pembangunan menpunyai fungsi

a.  mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah; '

b.  mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan  pembangunan
permukiman dan prasarana wilayah;

¢ mengumpulkan bahan koordinasi ponyusunan penataan ruang dan
lingkungan;

d.  melakukan analisa dan evaluasi pelsksanan pembangunan.

Pasal 35
Bagian Pembangunan terdiri dari :

2. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan.
b.  Sub Baglan Permukiman dan Prasarana Wilayah,
c.  &ub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan.

Pasal 36

(1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan mempunyai  tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan
dan pengendalian pembangunan.

(2) Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi ponyelenggaraan urusan permukiman
dan prasarana wilayah,

(3) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi panyeienggaraan urusan penataan ruang
kota dan lingkungan.

Paragraf 3

o Bagian Kesejahteraan Sosial Dan
Pemberdayaan Perempuan

-

-- Pasal 37

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai
tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan psnyusunan pregram dan
petunjuk teknis pembinaan serta memantau perkembangan kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.




Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 37
Paraturan Daerah ini, Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan mempunyai fungsi :

b.

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pembinaan dibidang kesejahteraan sosial;
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olah raga;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pembinaan urusan agama;

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pombinaan urusan  keschatan, ketenaga Kkerjaan,
keluarga berencana dan pemberdayan perempuan.

o Pasal 39

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

M

@

()

4)

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga.

Sub Bagian Agama,

Sub Baglan Kesejahleraan Soslal, Kesehatan dan Ketenaga
Kerjaan,

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan,

Pasal 40

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga
mempunyai lugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
urusan pendidikan, kebudayaan dan olah raga.

Sub Bagian Agamz mempunyai tugas melaksanakan koardinasi
penyelenggaraan urusan agama.

Sub Bagian Kescjahteraan  Sosial, Kesehatan dan Ketenaga
Kerjaan ~ mempunyai  tugas  melaksanakan koordinasl
penyelenggaraan urusan pemberian bantuan sosial dan usaha-
usaha .meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dibidang
kesehatan dan kefenaga kerjaan.

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan peranan
wanita yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadiian,
penghapusan kekerasan, HAM wanita dan keleambagaan yang
mendukung kemajuan perempuan.




Bagian Ketiga
Asisten Administrasi
‘Pasal 41

(1) Asisten Administzasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan patunjuk teknis koordinasi pembinaan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, ketata usahaan, kearsipan dan rumah
tangga.

(2) Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang  asisten yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 41
Peraturan Daerah ini, Asistan Administrasi mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan kepegawaian dan tata usaha kepegawaian;

b. melakukan koordinasi penyusunan pregram anggaran dan
pengelolaan administrasi keuangan;

C.  melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinazn urusan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan,
protokol dan perengkapan serta hubungan masyarakat.

|
Pasal 43

(1) Aslsten Administrasi terdiri dari :

a. Béglan Kepegawaian,
b. Bagian Keuangan.
¢. Baglan Umum dan Perlengkapan..

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asiston Administrasi.

=,
-

Paragraf 1
Bagian Kepegawaian

Pasal 44

Bagian Kepegawalan’  memounyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
pegawal, melaksanakan urusan mutasi pegawai dan tata usaha
pegawai.




Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44
Peraturan Daerah ini, Bagian Kepsgawaian mempunyai fungsi:

a. mengumpulkan dan mengelah data serfa menyiapkan peraturan
perundang-undangan dibidang kepegawaian;

b. mengumpulkan bahan mengenai pelaksanaan ujian dinas,
pemberian penghargaan dan tanda jasa;

¢ mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan
karier pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan:

d. melaksanakan dan mengolah mutasi serta tata usaha kepegawaian.

Pasal 48

Baglan Kepegawaian terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum Kepegawaian,
b. Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Jabatan
c. -Sub Bagian Mutasi Pegawai.
d. Sub Bagian Diklat.
Pasal 47

(1) Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan
bahan  koordinasi  pembinaan kedudukan hukum pegawai,
menghimpun  peraturan  perundang-undangan dibidang
kepegawaian.

{2) Sub Bagian Pengembangan dan Mutasl Jabatan mempunyai tugas
mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan
pegawai, penyusunan formasi dan mutasi jabatan, pemberian
penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai.

(3) Sub Bagian Mutasi Pegawal mempunyai tugas mengumpulkan
bahan koordinasi perencanaan mutasi pegawai, administrasi
kepangkatan, gaji dan pensiun.

(4) Sub Bagian Diklat mempunyai tugas mengumpulkan bahan
kogrdinasi penyusunan program pendidikan dan latihan aparatur,
ujian dinas dan latihan prajabatan.

- %, Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 48

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belan}a Daerah serta membina Adminisirasi
Keuangan.




Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan
Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan, perubahan dan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;
mengumpulkan bahan koordinasi pengelolaan  administrasi
keuangan;

mengumpulkan bahan  keordinasi perumusan peningkatan dan
pembinaan pendapatan Daerah:

menguji kebenaren penagihan dan penerbitan  Surat Parintah
Membayar (SPMU) dan msngadakan pemeriksaan keuangan serta
membina perbendaharan.

Pasal §0

Bagian Keuangan terdiri dari -
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Sub Bagian Pendapatan Daerah,

Sub Bagian Anggaran.

Sub Bagian Perbendaharaan.

Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi.

Pasal 51

Sub Bagian Pendapatan Daerah mempunyaij tugas merencanakan
dan merumuskan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah,
memonitoring  dan menguji  kebenaran realisasi  penerimaan
Daerah

Sub Bagian Anggaran mampunyal tugas mengumpulkan bahan
penyusunan ren¢anz dan perubahan APBD. petuniuk. teknis
pelaksanaan APBD serta menyiapkan nota keuangan yang akan
disampaikan ke DPRD,

Sub Bagian Perbendaharaan meampunyai tugas menerbitkan Surat
Perintah  Membayar Uang (SPMU), manguatkan kebenaran
penagihan, membina lata usaha Keusngan, penyelesaian masalah
perBandaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan.

Sub Ragian Pembukuan dan Verifikasi  mempunyai fugas
melakulan pembukuan secara sistmatis dan kronologis serta
menyiapkan  bahan penyusunan perhitinoan  anggaran dan
pemeriksaan / penelitian  terhadap realisasi anggaran  rutin
maupun anggaran pembangunan, T

L




Paragraf 3
Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 52

Baglan Umum dan Perlangkapan mempunyai tugas melakukan
pembinaan kearsipan, ketata usahaan, urusan rumah tangga, protokol,
sandi dan pengolahan data elekironik, analisa kebutuhan, pengadaan dan
kekayaan Daerah, dan pendistribusian.

Pasal B3

Untuk molaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52, Bagian
Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

2. mengumpulkan bahan koordinasi kegiatan tata usaha pimpinan dan

protokol;

mengumpulkan bahan koordinasi pembinaan Kearsipan;

mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga

Sckretariat Dacrah;

<. mengumpulkan bahan koordinasi kegiatan keamanan dalam
terhadap personil, material dan informasi: .

. mengumpulkan bahan Kkoordinasi pembinaan dan pemberian
bimbingan penyusunan analisa kebutuhan dan pengadaan;

£ mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan
kekayaan Daerah;

oo

Pasal 64
Sagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :

Sub Bagian Protokol..

Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik.

Sub Bagian Tata Usaha / Kearsipan dan Rumah Tangga..
Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan.

Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Pendistribusian.

pan M

-~ Pasal 55

(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan
penyusunan acara dan adminisirasi perjalanan Dinas Plmpinan
Pemerintah Daerah..

{2) Sub Bagian Sandi-dan Pengolahan Data Elektronik meampunyai
tugas melakukan perngiriman dan penerimaan  berita sandi dan
telekomunikasi  serta melaksanakan pengolahan data dan
pembinaan sistem informasi elektronik. ’
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Sub Bagian Tata Usahs |/ Kearsipan dan Rumah Tangga
mempunyai lugas melakukan urusan tala usaha pimpinan dan lata
usaha umum_mengendalikan dan membina kearsipan, melakukan
urusan rumah fangga yang meliputi pelayanan angkutan dan
perawalan kendaraan diras, akomedasi dan ruangan rumah jabatan,
serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan lingkungan
kantor..

Sub Bagi'an Analisa Kebuluhan dan Pengadaan mempunyai tugas
mengumpulkan  bahan  penyusunan  rencana  kebutuhan
perlengkapan dan perbekalan Pemerintah Daerah,

Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Pendistribusian mempunyai
tugas melakukan agdministrasi pemakaian kekayaan Dagrah,
penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penylmpanan,
distribusi dan menyiapkan penghapusan serta melakukan perawatan
dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga
KKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 66

Kelompok Jabatan Fungsiona! dilingkungan Sekretariat Daerah
mempunyal tigas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan
Daerah sesuai dengan kaahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, terdiri dari ssjumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahlian.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, digimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
salaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
kepada Sekretaris Dacrak,

Jumlah jabatan fungsicral sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal
ink, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, diatur-sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.
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BAE V
TATA KERJA
Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Sekrataris Dacrah, para  Asisten,
Kepala Bagian dan parz Kspala Sub Bagian wajib menarapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroniszsi secara vertikal dan
horizontal.

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat
Daerah bertanggung jewab memimpin dan mengkeordinasikan
bawahannye masing-masing dan memberikan kimbingan serta
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanann tugas bawahan.

Pasgal &8
Setiap pimpinan satuan organisaci mengikuti dan  mematuhi
pelunjuk-petunjuk dan beranggung jawab kepada atasan masing-

* masing dan menyampaikan laporan pada wakfunya.

Setiap laporan yang diterima sleh pimpinan satuan arganisasi dan
bawahan, diolah dan dipsrgunakan sebagai bahan penyusunan
lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 58

Sekretaris Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan
Pimpinan Dewan Perwakilzn Rakyat Daerah.

Pejabat-pejabat dilingkuigan Schretariat Daersh diangkat dan
diberhenlikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlakuy.

Jenjang Jaboles,  ¥ocinglofen dan eselonaring serda susunan
kepegawaian akan dilstapkan kemudian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang heraku.

=" AR VI
PENUTUP
Pacal 60

Uraian lugas dan  fungsi masing-masing jabatan  struktural
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah selelah mendapat persetujuan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.




(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sapanjang
mengenal pelaksanaanya akan diletapkan olsh Kepala Daerah,

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dasrah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang Nomor 8 Tahun 1892 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekrotariat Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Palembang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Dasrah Tingkat I Palembang serta peraturan
pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sefiap orang depal mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Maret 2001,




1
Bl '/ OOT AAAYL INVIATIVA ¥ LON VIO et |
SV ety gl / ]
™ ol et m :
A A
ANVEEIIVE VI0N Hytave u_-.zmiw.,.. s o i
1002 5ovay oy ETu Bpnd SR sl L
R q S bl
g ] Savquopey 1p wwyBuwpume = s
gy i) g __
WA A e - ) PREEE Pemiinif
g wjry il ng . Mg I‘ el ot
e Ll e
—— [
Lol 8 [ TR . Ly | A YR iy -
At i by odg B (s & S whizig ._h__w..a?_..._ P | e ‘v ol
:ﬁ: _.ha_.p W g Wi ..._m..._..ﬂ.u___ S 40k vy g g
\edisiasgy (s umny 7] wivpyy o sy
ki ey Y Ty it sy b e | W LD, | L e g o i
WiecEa wp e A TR ey qui # vy qng e g oy u..:n_s_-.._rnq_« _!!_,.3
oy iy g
¥ Lt
Loy imigy
il S (|| i | e 1] oot ] ol | g
il il i LTI ) € i il ey b o
== - [ [ ; [ =
wndbeigfiaiaeg oy il 1 gL, |
iy P, R, imSurigngg et iy iyt
o uridey =g vy WrERn)| ey irifhey l.ﬂn-
EHnnpy Hvimshaisa, i g oy
Viapany WOLONT Lty iy
| [ _* I
My
SIVLIHS

HVREVO LVRIVLIHNAE ISYSINYOHO HNLNNMLS N _
ISONNA HOMG SVONL NHNGNTIH VHIOLNERINL ¢ B i,
- 008 LMY £ 1) _.,,W,#f_,

= = - AL AL ..__.. ‘_

STAYEN S 1Y ¥ ALY ._...., .,n._._ _..._._.: |




